MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVI1I/2020

Tentang
Independensi Pengadilan Pajak

Pemohon . Teguh Satya Bhakti

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat
(5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat
(1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1),
Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 34
ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 28 September 2020.

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan
dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berprofesi sebagai Hakim pada
Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Petikan Keputusan Presiden
Nomor 38/P Tahun 2006 tentang Keputusan Pengangkatan Hakim dan Surat Petikan
Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Nomor 08/DJ/SK/TUN/PH/12/2006. Pemohon saat ini bertugas di
Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sebagai Hakim Yustisial sekaligus
sebagai Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena yang
dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, in casu, Pasal 5 ayat
(2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1),
Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002
terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangannya, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan
lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan anggapan kerugian
konstitusional yang telah dijelaskan sebagaimana pada uraian tersebut di atas,
penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memenuhi subjek hukum
yang dapat dikualifikasikan sebagai Hakim Yustisial sekaligus sebagai Panitera
Pengganti Kamar Tata Usaha Negara;



Penegasan tersebut diperlukan, oleh karena sebagai Pemohon di samping
memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga harus memenuhi syarat-syarat adanya anggapan
kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-11I/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007. Oleh karena itu
dalam Perkara a quo Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal
kualifikasi subjek hukum Pemohon dan anggapan kerugian konstitusional yang
dijelaskan Pemohon;

Berkaitan dengan status Pemohon sebagai Hakim Yustisial sekaligus sebagai
Panitera Pengganti pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang memiliki
tugas dan fungsi membantu Majelis Hakim Agung, menurut Mahkamah status
Pemohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan anggapan Kkerugian
konstitusional Pemohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemohon
sebagai Hakim Yustisial maupun Panitera Pengganti di Mahkamah Agung. Sebab
Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dialami oleh
Pemohon. Terlebih apabila anggapan kerugian konstitusional tersebut dikaitkan
dengan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian
konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma dari pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian.

Bahwa benar Pemohon adalah Hakim yustisial dan Panitera Pengganti pada
Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, namun saat ini Pemohon bukanlah
subjek hukumyang secara langsung terhambat dalam melaksanakan fungsinya yang
membutuhkan kemandirian hakim, khususnya mengaktualisasikan independensinya
dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara perpajakan, sehingga
memengaruhi dan bahkan dapat menciderai rasa keadilan yang diakibatkan belum
adanya sistem satu atap terhadap Pengadilan Pajak (one roof system). Di samping
itu Pemohon adalah juga bukan subjek hukum yang secara langsung terkena
dampak adanya sistem pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian
Keuangan yang dapat berpengaruh terhadap independensi pengadilan pajak di
dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Oleh karena itu dengan uraian
pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tetap tidak mendapatkan keyakinan
adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebutyang
bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial yang dapatterjadi pada diri Pemohon
dan hal tersebut berkorelasi dengan berlakunya norma dari pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Terhadap penjelasan Pemohon pernah memiliki kedudukan hukum dalam
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, yaitu dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 28/PUU-1X/2011 perihal pengujian Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 37/PUU-X/2012 perihal
Pengujian Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara juncto Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, dan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Mahkamah berpendapat, bahwa terhadap pemohon yang pernah
memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta dapat memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian dalam perkara lain. Sebab, kedudukan hukum
yang dimiliki pemohon tergantung terpenuhi atau tidaknya kualifikasi subjek hukum
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan juga harus
terpenuhinya syarat-syarat adanya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I11/2005
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
bertanggal 20 September 2007, di mana kedua syarat tersebut harus dipenuhi
karena bersifat kumulatif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK maka terhadap anggapan kerugian konstitusional sebagaimana
dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
bertanggal 20 September 2007, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sebab,
antara subjek hukum dan syarat-syarat kerugian konstitusional merupakan
persyaratan yang bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu
dengan yang lainnya. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Bahwa meskipun
Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun oleh karena Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan
Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



